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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung adalah Kantor pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang  pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis ke Belanda, diterapkan pula pada saat Belanda menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan ”Oor  Longs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu Kemudian dibuat  pada tahun 1942 di Australia. di saat Indonesia masih diduduki oleh tentara Jepang.


Maksud dari peralihan mengenai konsep pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan apabila dikemudian hari penjajah Jepang ditarik dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu”Deinspetie van Vinancian” yang kemudian diganti dengan nama “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.


Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi  Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan pasukan Republik Indonesia.


Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu :

1. Kelompok Cooperative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerjasama dengan NICA.

2. Kelompok non-Cooperative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.



Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama yaitu Mr.Saifudin Prawiranegara, dan Kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km ”0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.


Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Kepala Kantor yaitu Drs. Untung Rivai. Sejak berlakunya Keputusan Menteri  Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi menjadi  tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah.
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat.
Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No.114

2. KPP Bandung karees, Jalan Kiaracondong No.372

3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574

4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21

5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno-Hatta No.781

6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno-Hatta No.216

Pada bulan Maret 2006 Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat Bagian II membawahi sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung yaitu terdiri dari:

1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No.114

2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372

3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21

4. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno-Hatta No.216

Dan Empat  KPP Lainnya yaitu terdiri dari :

1. KPP Cimahi

2. KPP Tasikmalaya

3. KPP Sukabumi

4. KPP Cianjur
Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung yaitu :

1. Visi


Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a) Politik


Mendukung Demokrasi Bangsa

b) Kelembagaan 

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

d) Ekonomi 


Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.
4.1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sub Bagian Umum.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

5. Seksi Pelayanan.

6. Seksi Penagihan.

7. Seksi Pemeriksaan.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.

9. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4.1.1.3 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung

Kantor  Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan,  Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan,  dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP yang bersangkutan.
3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan Bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan  pengolahan  surat pemberitahuan,  serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
6. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas :
a. Administrasi Tata Piutang Pajak antara lain pencatatan, pelaporan dan pemberkasan penambahan dan pengurangan tunggakan.

b. Melaksanakan penagihan aktif dengan usaha-usaha :

· 20 SP perbulan

· 10 SPMP perbulan

· 1 lelang perbulan

7. Seksi Pemeriksaan
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV
Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, Analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9. Seksi Ekstensifikasi
Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. 

4.1.1.4  Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung
Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik  kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, terdiri dari aspek-aspek  kegiatan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur  yang mudah dan sistematis.

2. Melaksanakan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data, maupun keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak.
Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional tersebut kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat.
4.1.1.5 Profil  Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 25 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut: 

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pria
	20
	80%

	Wanita
	5
	20%

	Jumlah
	25
	100%



Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Pegawai yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 80 %, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 20 %, jadi dapat disimpulkan mayoritas dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia

	Usia
	Jumlah Responden
	Presentase %

	<30 Tahun
	5
	20 %

	31-40 Tahun
	11
	44 %

	41-50 Tahun
	6
	24 %

	51-60 Tahun
	3
	12 %

	Diatas 60 Tahun
	0
	0 %

	Jumlah
	25
	100 %



Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 20 %, 31-40 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 44 %, 41-50 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 24 %, 51-60 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 12 %, Diatas 60 tahun  berjumlah 0 orang atau sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31 – 40 tahun. 

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SMPatau sederajat
	0
	0 %

	SMA atau sederajat
	4
	16 %

	Akademi
	9
	36 %

	Strata 1 (S1)
	10
	40 %

	Strata 2 (S2)
	2
	8 %

	Jumlah
	25
	100 %



Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir Pegawai pada seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung yang terpilih sebagai responden yang berpendidikan SMP atau sederajat yang berjumlah 0 Orang atau sebesar 0 %, SMA atau sederajat yang berjumlah 4 Orang atau sebesar 16 %, Akademi yang berjumlah 9 Orang atau sebesar 36 %, Strata 1 (S1) yang berjumlah 10 Orang atau sebesar 40 %, Strata 2 (S2) yang berjumlah 2 Orang atau sebesar 8 %, mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 10 orang atau sebesar 40 % .

4.1.2
Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 25 Pegawai yang bekerja pada Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung. 


Dalam menganalisis data hasil jawaban responden dilakukan kategorisasi terhadap  skor jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuesioner penelitian dengan didukung oleh teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kategorisasi skor jawaban responden berguna untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus. 


Kategorisasi skor jawaban responden dilakukan melalui ukuran pemusatan, yaitu melalui distribusi rentang antar kuartil.  Kuartil pertama sama dengan persentil ke-25, kuartil kedua (median) sama dengan persentil ke-50 dan kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75. Pada data kuesioner yang menggunakan skala 1 sampai 5, nilai minimum =1, nilai maksimum = 5,  kuartil pertama =2, kuartil kedua = 3 dan kuartil ketiga = 4. Untuk jumlah item pernyataan lebih dari satu, nilai-nilai tersebut diatas dikalikan dengan jumlah item pernyataan.

Variabel (X) penagihan pajak terdiri dari lima indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Berikut disajikan gambaran tanggapan responden masing-masing kantor pelayanan pajak pada setiap indikator variabel penagihan pajak.
1. Tanggapan Responden Terhadap Surat Teguran

Tabel 4.4
Skor Tanggapan Responden Mengenai Surat Teguran

	KPP
	Skor
	Nomor Pernyataan
	Total

	
	
	1
	2
	

	KPP Cibeunying
	(
	14
	20
	34
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	3,50
	5,00
	8,50

	KPP Bojonagara
	(
	16
	23
	39
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	3,20
	4,60
	7,80

	KPP Cicadas
	(
	16
	23
	39
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	3,20
	4,60
	7,80

	KPP Tegalega
	(
	18
	23
	41
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	3,60
	4,60
	8,20

	KPP Bandung Karees
	(
	21
	28
	49
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	3,50
	4,67
	8,17

	Gabungan
	(
	85
	117
	202
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	3,40
	4,68
	8,08


Sumber : Pengolahan Data 2009
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Surat Teguran yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa Surat Teguran yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung :

a. Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image7.wmf]X

= 8,50 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Bojonagara dan KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image8.wmf]X

= 7,80, meskipun keduanya masih termasuk dalam kategori efektif.
b.  Setelah surat teguran diterima, wajib pajak yang bersangkutan pada umumnya langsung melakukan pembayaran/pelunasan pajak terutangnya.


Kriteria yang digunakan dalam penilaian indikator Surat Teguran, yaitu range selalu dan tidak pernah, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.1

Kategori Skor Tanggapan Pada Indikator Surat Teguran

Dari kedua butir pernyataan pada indikator Surat Teguran, diperoleh jumlah skor tanggapan responden sebesar 7,80 sampai 8,50, jumlah tersebut pada gambar terletak antara Q2 dan Max, termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Maka indikator Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dalam kategori sangat efektif.

2. Tanggapan Responden Terhadap Surat Paksa

Tabel 4.5
Skor Tanggapan Responden Mengenai Surat Paksa

	KPP
	Skor
	Nomor Pernyataan
	Total

	
	
	3
	4
	

	KPP Cibeunying
	(
	15
	14
	29
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	3,75
	3,50
	7,25

	KPP Bojonagara
	(
	19
	22
	41
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	3,80
	4,40
	8,20

	KPP Cicadas
	(
	19
	16
	35
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	3,80
	3,20
	7,00

	KPP Tegalega
	(
	19
	20
	39
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	3,80
	4,00
	7,80

	KPP Bandung Karees
	(
	22
	24
	46
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	3,67
	4,00
	7,67

	Gabungan
	(
	94
	96
	190
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	3,76
	3,84
	7,60


Sumber : Pengolahan Data 2009
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Surat Paksa yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa Surat Paksa yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung :

a. Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Bojonagara merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image16.wmf]X

= 8,20 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Cicadas merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image17.wmf]X

= 7,00, meskipun masih termasuk dalam kategori efektif. 

b. Setelah dikeluarkannya Surat Paksa banyak Wajib Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan. Kantor pelayanan pajak tidak melakukan penerbitan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang berdomisili diluar wilayah KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.



Kriteria yang digunakan dalam penilaian indikator Surat Paksa, yaitu range selalu dan tidak pernah, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.2

Kategori Skor Tanggapan Pada Indikator Surat Paksa

Dari kedua butir pernyataan pada indikator Surat Paksa, diperoleh jumlah skor tanggapan responden sebesar 7,00 sampai 8,20, jumlah tersebut pada gambar terletak antara Q2 dan Max, termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Maka indikator Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dalam kategori efektif.

3. Tanggapan Responden Terhadap Penyitaan

Tabel 4.6
Skor Tanggapan Responden Mengenai Penyitaan

	KPP
	Skor
	Nomor Pernyataan
	Total

	
	
	5
	6
	

	KPP Cibeunying
	(
	16
	14
	30
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	4,00
	3,50
	7,50

	KPP Bojonagara
	(
	19
	15
	34
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	3,80
	3,00
	6,80

	KPP Cicadas
	(
	18
	15
	33
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	3,60
	3,00
	6,60

	KPP Tegallega
	(
	21
	17
	38
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	4,20
	3,40
	7,60

	KPP Bandung Karees
	(
	24
	20
	44

	
	
[image: image23.wmf]X


	4,00
	3,33
	7,33

	Gabungan
	(
	98
	81
	179

	
	
[image: image24.wmf]X


	3,92
	3,24
	7,16


Sumber : Pengolahan Data 2009
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyitaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa Penyitaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung :
a. Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyitaan yang dilakukan oleh KPP Tegalega merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image25.wmf]X

= 7,60 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya penyitaan yang dilakukan oleh KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image26.wmf]X

= 6,60, meskipun masih termasuk dalam kategori efektif.
b. Barang atau harta milik Wajib Pajak biasanya disita sebagai jaminan atas utang pajak oleh KPP, demikian juga penyitaan terhadap barang tidak bergerak.


Kriteria yang digunakan dalam penilaian indikator Penyitaan, yaitu range selalu dan tidak pernah, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.3

Kategori Skor Tanggapan Pada Indikator Penyitaan
Dari kedua butir pernyataan pada indikator Penyitaan, diperoleh jumlah skor tanggapan responden sebesar 6,60 sampai 7,60, jumlah tersebut pada gambar terletak antara Q2 dan Q3, termasuk dalam kategori efektif. Maka indikator Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dalam kategori efektif.
4. Tanggapan Responden Terhadap Pengumuman Lelang

Tabel 4.7
Skor Tanggapan Responden Mengenai Pengumuman Lelang

	KPP
	Skor
	Nomor Pernyataan
	Total

	
	
	7
	8
	

	KPP Cibeunying
	(
	18
	19
	37
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	4,50
	4,75
	9,25

	KPP Bojonagara
	(
	21
	23
	44
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	4,20
	4,60
	8,80

	KPP Cicadas
	(
	19
	22
	41
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	3,80
	4,40
	8,20

	KPP Tegallega
	(
	21
	21
	42
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	4,20
	4,20
	8,40

	KPP Bandung Karees
	(
	26
	28
	54
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	4,33
	4,67
	9,00

	Gabungan
	(
	105
	113
	218
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	4,20
	4,52
	8,72


Sumber : Pengolahan Data 2009
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengumuman Lelang yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa Pengumuman Lelang yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung :

a. 
Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pengumuman lelang yang dilakukan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image34.wmf]X

= 9,25 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya pengumuman lelang yang dilakukan oleh KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image35.wmf]X

= 8,20, meskipun masih termasuk dalam kategori sangat efektif. 

b. 
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka KPP di Lingkungan Kota Bandung akan mengeluarkan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan 14 (empat belas hari) setelah dilakukan penyitaan.


Kriteria yang digunakan dalam penilaian indikator Pengumuman Lelang, yaitu range selalu dan tidak pernah, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.4

Kategori Skor Tanggapan Pada Indikator Pengumuman Lelang

Dari kedua butir pernyataan pada indikator Pengumuman Lelang, diperoleh jumlah skor tanggapan responden sebesar 8,20 sampai 9,25, jumlah tersebut pada gambar terletak antara Q3 dan Max, termasuk dalam kategori sangat efektif. Maka indikator Pengumuman Lelang pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dalam kategori sangat efektif.

5. Tanggapan Responden Terhadap Pelelangan

Tabel 4.8
Skor Tanggapan Responden Mengenai Pelelangan

	KPP
	Skor
	Nomor Pernyataan
	Total

	
	
	9
	10
	

	KPP Cibeunying
	(
	20
	15
	35
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	5,00
	3,75
	8,75

	KPP Bojonagara
	(
	23
	16
	39
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	4,60
	3,20
	7,80

	KPP Cicadas
	(
	22
	17
	39
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	4,40
	3,40
	7,80

	KPP Tegallega
	(
	22
	21
	43
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	4,40
	4,20
	8,60

	KPP Bandung Karees
	(
	27
	22
	49
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	4,50
	3,67
	8,17

	Gabungan
	(
	114
	91
	205
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	4,56
	3,64
	8,20


Sumber : Pengolahan Data 2009
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelelangan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa Pelelangan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung :

a.
Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelelangan yang dilakukan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image43.wmf]X

= 8,75 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya pelelangan yang dilakukan oleh KPP Bojonagara dan KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image44.wmf]X

= 7,80, meskipun keduanya masih termasuk dalam kategori efektif.

b. 
Pelelangan dilakukan secara transparan dan calon peserta lelang tahu permasalahan dilakukannnya pelelangan. Dengan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan oleh KPP, biasanya banyak Wajib Pajak segera melunasi pajak terutangnya.


Kriteria yang digunakan dalam penilaian indikator Pelelangan, yaitu range selalu dan tidak pernah, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini :
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Gambar 4.5

Kategori Skor Tanggapan Pada Indikator Pelelangan

Dari kedua butir pernyataan pada indikator Pelelangan, diperoleh jumlah skor tanggapan responden sebesar 7,80 sampai 8,75, jumlah tersebut pada gambar terletak antara Q2 dan Max, termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Maka indikator Pelelangan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dalam kategori efektif dan sangat efektif.

Setelah diuraikan gambaran skor tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya dibuat gambaran skor tanggapan responden mengenai penagihan pajak secara menyeluruh dan hasilnya adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.6

Kategori Penagihan Pajak

Pada variabel penagihan pajak dapat dilihat secara keseluruhan penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori efektif. Bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image47.wmf]X

= 41,25 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya penagihan pajak yang dilakukan oleh  KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image48.wmf]X

= 37,40, meskipun masih termasuk dalam kategori efektif. 

4.1.3 
Pelaksanaan Tunggakan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung
Variabel (Y) tunggakan pajak diproksi dari persentase peningkatan tunggakan pajak dari tahun sebelumnya. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh Penanggung Pajak, dan termasuk didalamnya sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya.
Tabel 4.9
Jumlah Tunggakan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung

Periode Tahun 2006-2007

	KPP
	Tahun
	Nominal Tunggakan
	Selisih
	Peningkatan

	KPP Cibeunying
	2006
	Rp    60,810,697,000
	1,210,072,000
	1.99%

	
	2007
	Rp    62,020,769,000
	
	

	KPP Bojonagara
	2006
	Rp    55,692,975,000
	1,360,882,000
	2.44%

	
	2007
	Rp    57,053,857,000
	
	

	KPP Cicadas
	2006
	Rp    20,506,024,000
	2,331,077,000
	11.37%

	
	2007
	Rp    22,837,101,000
	
	

	KPP Tegalega
	2006
	Rp    33,358,845,000
	935,832,000
	2.81%

	
	2007
	Rp    34,294,677,000
	
	

	KPP Karees
	2006
	Rp  120,196,352,000
	4,740,802,000
	3.94%

	
	2007
	Rp  124,937,154,000
	
	

	Gabungan
	2006
	Rp  290,564,893,000
	10,578,665,000
	3.64%

	
	2007
	Rp  301,143,558,000
	
	


Sumber : KPP di Lingkungan Kota Bandung 2008
Secara nominal, jumlah tunggakan pajak di Lingkungan Kota Bandung pada tahun 2007 meningkat sekitar 10,5 milliar rupiah dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan KPP, secara nominal tunggakan pajak terbesar ada di KPP Bandung Karees, yaitu mencapai 4,7 milliar rupiah dan yang terendah di KPP Tegalega, yaitu hanya mencapai 935 juta rupiah. Tetapi bila dilihat berdasarkan data peningkatan tunggakan, maka yang paling tinggi adalah di KPP Cicadas yang mencapai 11.37%, disusul kemudian KPP Karees yang mencapai 3,94% dan yang paling rendah adalah di KPP Cibeunying, yaitu hanya mencapai 1,99%.
4.2 

Pembahasan
4.2.1 
Analisis Penagihan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung

1. Surat Teguran
Berdasarkan tabel 4.6 mengenai Surat Teguran yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image49.wmf]X

= 8,50 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Bojonagara dan KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image50.wmf]X

= 7,80, meskipun keduanya masih termasuk dalam kategori efektif. Artinya pada indikator surat teguran dapat dilihat secara keseluruhan surat teguran yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya respon bahwa setelah surat teguran diterima, wajib pajak yang bersangkutan pada umumnya langsung melakukan pembayaran/pelunasan pajak terutangnya. Artinya, mayoritas responden menyatakan bahwa wajib pajak yang menerima surat teguran akan langsung melakukan pembayaran/pelunasan pajak terutangnya. Selain itu efektivitas penyampaian Surat Teguran juga ditunjukkan pada responsivitas KPP untuk Wajib Pajak yang telat/belum/tidak membayar pajak dengan menerbitkan Surat Teguran.
2. Surat Paksa
Berdasarkan tabel 4.7 mengenai Surat Paksa yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Bojonagara merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image51.wmf]X

= 8,20 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Cicadas merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image52.wmf]X

= 7,00, meskipun masih termasuk dalam kategori efektif. Artinya, pada indikator Surat Paksa dapat dilihat secara keseluruhan Surat Paksa yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori efektif. Setelah dikeluarkannya Surat Paksa sebagian besar Wajib Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan pajak. Dan kantor pelayanan pajak hanya melakukan penerbitan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.
3. Penyitaan

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai Penyitaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyitaan yang dilakukan oleh KPP Tegalega merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image53.wmf]X

= 7,60 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya penyitaan yang dilakukan oleh KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image54.wmf]X

= 6,60, meskipun masih termasuk dalam kategori efektif. Artinya, pada indikator penyitaan dapat dilihat secara keseluruhan penyitaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori efektif. Tidak semua barang atau harta milik Wajib Pajak disita sebagai jaminan atas utang pajak oleh KPP, demikian juga penyitaan terhadap barang tidak bergerak. Karena, diutamakan pada barang bergerak agar dapat segera terjual pada saat pelelangan, dan disesuaikan pula dengan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak itu sendiri.
4. Pengumuman Lelang
Berdasarkan tabel 4.9 mengenai Pengumuman Lelang yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pengumuman lelang yang dilakukan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image55.wmf]X

= 9,25 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya pengumuman lelang yang dilakukan oleh KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image56.wmf]X

= 8,20, meskipun masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Artinya, pada indikator pengumuman lelang dapat dilihat secara keseluruhan pengumuman yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori sangat efektif. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka KPP akan mengeluarkan pengumuman lelang yang akan diumumkan di media massa, dengan ketentuan barang yang akan dilelang berharga lebih dari 20 juta. Pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas hari) setelah dilakukan penyitaan.
5. Pelelangan
Berdasarkan tabel 4.10 mengenai Pelelangan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, penulis memperoleh hasil bahwa bila dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelelangan yang dilakukan oleh KPP Cibeunying merupakan yang paling efektif dengan 
[image: image57.wmf]X

= 8,75 dibandingkan dengan 4 KPP lainnya,  sebaliknya pelelangan yang dilakukan oleh KPP Bojonagara dan KPP Cicadas  merupakan yang paling tidak efektif dengan 
[image: image58.wmf]X

= 7,80, meskipun keduanya masih termasuk dalam kategori efektif. Artinya, pada indikator pelelangan dapat dilihat secara keseluruhan pelelangan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang ada di Lingkungan Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori sangat efektif. Pelelangan dilakukan secara transparan dan calon peserta lelang tahu permasalahan dilakukannnya pelelangan. Dengan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan oleh KPP, sebagian besar Wajib Pajak segera melunasi pajak terutangnya.
Dari keselurahan pernyataan diatas yang berkaitan dengan Penagihan  Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung dapat disimpulkan sangat baik, hal ini  terlihat dari indikator  Penagihan Pajak yang terdiri dari, Surat Teguran yang dimana Surat Teguran ini diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Surat Paksa yang diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Penyitaan yang dimana tindakan ini dilakukan oleh juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak, Pengumuman Lelang yang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan, Pelelangan yang dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah penyitaan dan utang pajak belum dilunasi, mayoritas responden menyatakan selalu pada setiap indicator artinya pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat efektif.
4.2.2 Analisis Tunggakan Pajak Pada KPP di Lingkungan Kota Bandung


Adapun penjelasan mengenai peningkatan tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung periode tahun 2006 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut :
a. Tunggakan pajak menunjukkan peningkatan pada tahun 2007 sebesar 1,99% yang dicapai oleh KPP Cibeunying.
b. KPP Bojonagara pada tahun 2007 mengalami peningkatan tunggakan pajak sebesar 2,44%

c. KPP Cicadas pada tahun 2007 mengalami peningkatan tunggakan pajak yang cukup besar, yaitu 11,37%

d. KPP Tegalega pada tahun 2007 mengalami peningkatan tunggakan pajak sebesar 2,81%

e. KPP Karees pada tahun 2007 mengalami peningkatan tunggakan pajak sebesar 3,94%

f. Penggabungan jumlah tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung pada tahun 2007 otomatis mengalami kenaikan sebesar 3,64%

Adapun contoh perhitungan untuk memperoleh persentase kenaikan tunggakan pajak adalah :

KPP Cibeunying Tahun 2006-2007 =
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Berdasarkan uraian sebelumnya, besarnya tunggakan pajak dari tahun 2006 sampai dengan 2007 menunjukkan adanya kenaikan dari semua KPP, yang dimana kenaikannya sebesar 3,64%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penagihan pajak, sistem perpajakan, undang-undang perpajakan, serta sanksi perpajakan yang berkenaan dengan penagihan pajak dalam mengatasi tunggakan pajak.
4.2.3 
Analisis Peranan Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Peningkatan Tunggakan Pajak

Diharapkan dengan dilakukannya penagihan pajak, maka tunggakan pajak akan makin berkurang. Berdasarkan dugaan tersebut maka pada penelitian ini akan diuji peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak menggunakan analisis regressi dan korelasi. Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regressi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol, apabila nilai koefisien regressi lebih kecil dari nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regressi lebih besar atau sama dengan nol, maka Ho diterima. 
4.2.3.1 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji hipotesis masih meragukan. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
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Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.058, karena nilai probabilitas pada uji normalitas masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5 % (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regressi berdistribusi normal. Adapun gambar grafik normal P-P plot dari nilai residual dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:
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Gambar 4.7 Grafik Normalitas Model

Setelah asumsi normalitas model regressi terpenuhi, maka dilanjutkan ke analisis regressi untuk menguji peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung.
4.2.3.2 Analisis Regressi
Analisis regressi digunakan untuk mencari dan menguji peranan penagihan pajak dalam mengatasi penunggakan pajak di wilayah Kota Bandung. Model regressi yang digunakan untuk menguji peranan penagihan pajak dalam mengatasi penunggakan pajak diformulasikan sebagai berikut :

    Y = a + b X 
dimana :


Y  : Tunggakan Pajak
X  : Penagihan Pajak
a  : Konstanta
b  : Koefisien variabel X


Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 15.0 diperoleh output regressi peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.11
Koefisien Regressi peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak
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Berdasarkan output  hasil pengolahan regressi  seperti yang diuraikan pada tabel di atas maka dapat dibentuk suatu persamaan regressi dengan model taksiran sebagai berikut:
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Nilai koefisien yang bertanda negatif pada variabel penagihan pajak menunjukkan bahwa penagihan pajak yang semakin efektif akan menurunkan tunggakan pajak.

4.2.3.3 Uji Hipotesis

Untuk membuktikan apakah penagihan pajak berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

	H0 : ( ( 0
	Penagihan pajak tidak berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung.

	HA: ( < 0
	Penagihan pajak berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung


Berdasarkan  hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 4.16 dapat dilihat nilai koefisien regressi adalah -23,418. Karena koefisien regressi lebih kecil dari nol, maka Ho ditolak dan HA diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung.

4.2.3.4 Koefisien Korelasi


Pada bagian sebelumnya telah dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi, selanjutnya untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel yang sedang diteliti, yaitu penagihan pajak dengan tunggakan pajak digunakan analisis korelasi dan jenis korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson product moment. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 15.0 diperoleh nilai korelasi antara penagihan pajak (X) dengan tunggakan pajak (Y) sebagai berikut.
Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Antara Penagihan Pajak Dengan

Tunggakan pajak
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Hasil pengolahan pada tabel 4.17 menunjukkan nilai koefisien korelasi antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak sebesar 0,898 dengan arah negatif. Artinya penagihan pajak yang semakin efektif akan menurunkan jumlah tunggakan pajak. Berdasarkan kriteria keeratan hubungan, maka hubungan antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi, yaitu pada rentang 0,80-1,00.
4.2.3.5 Koefisien Determinasi.


Koefisien determinasi dihitung untuk menunjukkan besarnya kontribusi/peranan variabel penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R Square seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.13
Koefisien Determinasi Peranan Penagihan  Pajak Dalam Mengatasi Peningkatan Tunggakan Pajak
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Berdasarkan output hasil pengolahan data seperti ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,806 dan dapat diasumsikan bahwa besarnya peranan  penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan Kota Bandung adalah 80,6%. Sementara  sisanya (19,4%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penagihan pajak, misalnya sistem perpajakan, undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan yang berkenaan dengan penagihan pajak dalam mengatasi tunggakan pajak.
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